BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025 - 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat, perlu disusun rencana pembangunan
jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua
puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah
pembangunan daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025 - 2045;.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 684 1);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



10.

1}.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 7;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-
2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);



Menetapkan

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun

2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Jeneponto Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 320);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO

Dan

BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2025 - 2045.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom,

Bupati adalah Bupati Jeneponto.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20

(dua puluh) tahun terhitung tahun 2025-2045.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5
(lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi,
misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman
pada RPJPD.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.
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BAB II
SISTEMATIKA EPJPD
Pasal 2

Sistematika RPJPD terdiri dari:

BAB | Pendahuluan

BAB 1l Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB Il Permasalahan dan Isu Strategis
BAB IV  Visi dan Misi Daerah

BAB V  Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
BAB VI Penutup

BAB III
[SI DAN URAIAN RPJPD
Pasal 3

Isi beserta uraian RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 4

(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang
memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, dan program Bupati dan Wakil Bupati.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra
Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi
acuan bagi masyarakat, stakeholder, Perangkat Daerah
dalam pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah
dalam pencapaian visi dan misi pembangunan jangka
panjang yang menjadi cita-cita bersama yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 6

(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat
dilakukan perubahan dalam hal hasil pengendalian



BAB Il
SISTEMATIKA RPJPD
Pasal 2

Sistematika RPJPD terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

BABII Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB Il Permasalahan dan Isu Strategis
BAB IV Visi dan Misi Daerah

BABV Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
BAB VI Penutup

BAB III
ISI DAN URAIAN RPJPD
Pasal 3

Isi beserta uraian RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 4

(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang
memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, dan program Bupati dan Wakil Bupati.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra
Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi
acuan bagi masyarakat, stakeholder, Perangkat Daerah
dalam pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah
dalam pencapaian visi dan misi pembangunan jangka
panjang vang menjadi cita-cita bersama yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 6

(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat
dilakukan perubahan dalam hal hasil pengendalian




(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

dan evaluasi menunjukan terjadi perubahan yang
mendasar.

Perubahan mendasar sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) mencakup terjadinya bencana alam,
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial
budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah,
atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku
RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi pedoman untuk perubahan RPJMD dan
perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

Bupati dan Wakil Bupati melakukan pengendalian
dan evaluasi terhadap RPJPD.

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
yang membidangi urusan perencanaan
pembangunan Daerah.

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
Dalam rangka menjaga kesinambungan

pembangunan dan untuk menghindari kekosongan
rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang
memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya
wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama
periode pemerintah tahun berikutnya.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode
pemerintahan Bupati berikutnya.




BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Jeneponto.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 - 2045

UMUM

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap
pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan
yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan
mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan
sumberdaya keuangan daerah. Pendekatan yang digunakan dalam
merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif
dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai stakeholders.
Lebih Lanjut lagi dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, vang dimaksud dengan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RPJPD adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk
20 (dua Puluh) tahun. Dokumen perencanaan daerah merupakan
satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang
disesuaikan dengan kewenangannya.

Dokumen RPJPD sebagai suatu dokumen rencana yang
sangat penting bagi arah pembangunan daerah, karena itu
pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
penting pada kualitas produk dan proses penyusunan dokumen, yang
diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya. Penyusunan RPJPD telah dilakukan melalui
pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom-up
dan top-down prosess. Dengan demikian RPJPD disusun sesuai
kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan,

akuntabel dan konsisten dengan rencana lainnya yang relevan.



Capaian keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan
oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto hingga saat ini, berawal dari
hasil rumusan perencanaan pembangunan yang telah dilakukan
tahun-tahun sebelumnya seperti tertuang dalam pola dasar
pembangunan daerah maupun rencana strategis  daerah.
Keberhasilan tersebut ditunjukkan dalam indikator makro
pembangunan seperti [PM, LPE, PDRB Perkapita, Kemiskinan, TPT
dan Gini Rasio yang cenderung mengalami penurunan.

Kedudukan RPJPD yang penting dan strategis
menunjukkan bahwa keberadaannya sangat dibutuhkan bagi
penyelenggara pemerintah daerah. Ketiadaan dokumen RPJPD akan
menimbulkan ketidakjelasan terhadap arah dan sasaran pokok
pembangunan dimasa 20 tahun mendatang, sekaligus sulit untuk
menjaga kesinambungan pembangunan dari setiap periode
pemeritahan. Selain itu, untuk merumuskan tahapan rencana
pembangunan lima tahunan maupun tahunan tidak ada landasan
pijakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas
Pasal B

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR




